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BUPATI KEPAHIANG 
PROVINSI BENGKULU 

 
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG 

NOMOR 1 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
RAF 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPAHIANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan   ketentuan   Pasal   31   ayat   
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Kepahiang tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  
2023; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang    Nomor    39    Tahun    2003    tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang 

di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4349); 

 

2. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2020  tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 6573; 
 

3. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6757); 
 

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  
tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014Nomor   157,   Tambahan   Lembaran   Negara   

SALINAN 
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Republik Indonesia Nomor 5717); 
 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran   Pendapatan   dan 
Belanja  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan   Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa   yang Bersumber dari 
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor5864); 
 
 

6. Peraturan   Presiden   Nomor   11  Tahun   2021   Tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

 
 

7. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
\ 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 
tentang  Pengawasan Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 
 

10. Peraturan  Menteri  Keuangan  Repulik  Indonesia Nomor 
201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295). 

 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1633); 
 

MEMUTUSKAN   : 
 

Menetapkan : 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2023 
 

 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 
1. Daerah  adalah  Daerah  Kabupaten Kepahiang; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara  

3. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kepahiang. 
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Kepahiang. 
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kepahiang. 
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7. Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  selanjutnya disebut  APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan   
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak  
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  yang  diperuntukkan bagi Desa 

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 

kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan 
adat istiadat Desa. 

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah  
dan ditetapkan secara demokratis. 

 

14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau 
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan 
lainnya untuk dibiayai dengan DD. 

 

15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa,  
khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan 

mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi 
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi 

kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
 

16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam 
yaitu Corona Virus Disease 2019 yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan 
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan 

kejiwaan atau psikologis manusia. 
17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD adalah  

kegiatan pemberian bantuan langsung berupa  dana tunai  yang bersumber 

dari DD kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang 
disepakati dan diputuskan melalui  Musyawarah Desa. 

18. Suitainable Development Goals atau selanjutnya disingkat SDG Desa 
adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan. 

19. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah 
badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna 
mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan  

hak dan kewajiban Desa tersebut. 
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 

tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh 
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penerimaaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada 
bank yang ditetapkan. 
 

23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertangungjawaban keuangan desa. 
 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

 

25. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan 

sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, 
pembahasan dan penetapan APB Desa. 

 

26. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan 
dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

 

27. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari 
penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah 
Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah  

desa di wilayah Kabupaten Kepahiang. 
 

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk 

periode 6 (enam)  tahun. 
 

29. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, 
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
 

30. Hari adalah hari kerja. 
 

 
 

BAB II 
PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA 

 
Pasal 2 

 

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 Meliputi : 
a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan 

RKP Desa; 
b. Prinsip penyusunan APB Desa; 
c. Kebijakan Penyusunan APB Desa; 

d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan 
e. Hal khusus mengenai pelaksanaan APB desa. 
 

Pasal 3 
 

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 4 
 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Kepahiang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang. 
 

 
 

 

  

Ditetapkan di Kepahiang 
Pada tanggal 16 Februari 2023 

 
BUPATI KEPAHIANG 

 

Ttd. 
 

HIDAYATTULLAH SJAHID 
 

Diundangkan di Kepahiang 

Pada tanggal 16 Februari 2023 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEPAHIANG, 
 

Ttd. 
 
HARTONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 NOMOR 104 
 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, 

Kepala Bagian Hukum  

Setdakab. Kepahiang, 

 

 
 

 

IRWAN SAYUTI, SH., MH. 

NIP. 197310252008041001 
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